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ABSTRACT
Desa Pakraman as a customary law community unit in Bali which has a unity of tradition and social life manners of the Hindu community has descended descendantly in the "Kahyangan Tiga" or "Kayangan Desa" that has a certain area and its own assets and has the right to manage its own household, of course, has a role which is very strategic in maintaining the customs and culture of Bali. We must support the large role carried by Desa Pakraman in various forms of reinforcement. Strengthening the existence of Desa Pakraman is not only from its institutions but also from various supporting fields. Given the enormous role of Desa Pakraman in the successful development of Balinese society. Desa Pakraman as the bearer of the main task in preserving Hindu cultural and religious values ​​in Bali needs to be maintained and fostered in line with developments in technology and the current modernization. In addition, Desa Pakraman also has the right to manage its own household. This means that the Desa Pakraman has full autonomy in carrying out the parhyangan, pawongan and palemahan based on awig-awig Desa Pakraman village and is technically operationally regulated by perarem.
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I. PENDAHULUAN
Sejak jaman Bali Kuno masyarakat Bali telah mengenal masyarakat desa yang disebut “Kraman”. Tempat atau wilayah dimana kraman berada disebut “Desa” atau Desa Pakraman (wanua tani). Desa Pakraman ini pada awalnya merupakan kelompok cikal bakal atau keturunan pendiri pemukiman yang sejak awal telah mendiami daerah tertentu. Kemudian dengan munculnya pengaruh kekuasaan Hindu Jawa abad XIV mulailah desa berada di bawah pengaruh raja-raja. Keadaan ini menunjukan bahwa desa berfungsi ganda yakni sebagai kelompok cikal bakal pemuja leluhur atau religius dan fungsi desa sebagai kelompok sosial politik yang dibina oleh raja khususnya keturunan Majapahit abad XVI (Purwita, 1984:1)


Raffles dalam discoursenya menyatakan seorang raja dibantu oleh seorang perbekel untuk mengawasi desa-desa dan sekaligus sebagai agen perubahan di dalam masyarakat desa. Apabila terdapat pertentangan di desa tidak lagi hanya tetua atau prajuru yang berusaha mendamaikan, tetapi perbekel dapat ikut memecahkannya. Meskipun demikian tidak mengganggu sistem kepemimpinan desa yang berdasarkan musyawarah (Purwita, 1984:1). Lebih lanjut Liefrik (dalam Purwita, 1984:1) mengemukakan bahwa desa di Bali merupakan republik kecil yang memiliki hukum atau aturan budaya adatnya sendiri. Susunan pemerintahan bersifat demokratis dan memiliki otonomi. Ciri khas dari Desa Pakraman di Bali adalah adanya Kahyangan Tiga yaitu Bale Agung, Puseh, dan Dalem.  

Desa adat sebagai Desa dresta merupakan kesatuan masyarakat Hukum Adat di Provinsi Tingkat I Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun-temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta barhak mengurus rumah tangganya sendiri (Perda Tk. I Bali No. 06/1986). Perkembangan selanjutnya kemudian, Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 1986 tentang Kedudukan Fungsi Hukum Adat dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali (Perda Propinsi Bali No. 3 Tahun 2001). Desa Adat kemudian diganti menjadi Desa Pakraman. Sebagai kesatuan masyarakat Hukum Adat, berarti Desa Pakraman diikat oleh adat istiadat atau Hukum Adat yang tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat setempat. Hukum Adat yang lebih dikenal ”awig-awig” merupakan pedoman dasar dari Desa Pakraman dalam pemerintahannya.
Perbedaan peristilahan yang dikeluarkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, yang telah disempurnakan menjadi  Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, tidaklah berarti mengurangi kedudukan, fungsi dan peranan desa adat sebagaimana yang telah berjalan sebelumnya, namun diadakan penyesuaian-penyesuaian seperlunya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini dalam rangka menyikapi arus reformasi dan globalisasi yang terjadi secara dinamis di masyarakat (Krishna & Suadnyana, 2020).

Untuk itu keberadaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman, yang telah disempurnakan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003, perlu mendapat perhatian masyarakat secara luas serta disikapi secara konstruktif dengan tetap mengetengahkan rasa saling asah, saling asih, saling asuh, gilik saguluk, dan salunglung sabayantaka dalam menghadapi permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Desa Pakraman juga diatur oleh tradisi dan tata krama. Tradisi adalah kebiasaan luhur dari leluhur yang diwariskan secara turun-temurun. Sedangkan tata krama adalah etika pergaulan, yang merupakan norma dalam kehidupan bermasyarakat. Tradisi dan tata krama itu berasal dari budaya atau ajaran agama Hindu.
 
Desa Pakraman dibatasi oleh wilayah tertentu, menurut Hukum Adat disebut ”Prabhumian Desa” atau ”Wewengkon Bale Agung”. Wilayah desa adat ini sepenuhnya dapat diatur dan diurus oleh perangkat pemimpin desa adat berdasarkan hak pengurus wilayah yang lebih dikenal dengan sebutan hak ulayat desa adat. Harta kekayaan desa adat berupa benda bergerak dan tidak bergerak, ada yang berwujud material dan immaterial, serta ada yang dapat dibagi-bagi. Dalam mengurus harta kekayaan, desa adat ini dapat bertindak sebagai badan hukum karena kekayaan desa lepas dari kekayaan masing-masing krama desa adat (Suadnyana & Yogiswari, 2020).
  
Daerah Bali yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu, menghimpun diri dalam suatu kehidupan masyarakat Hindu dengan organisasi tradisional, adat dan budaya Hindunya telah memiliki aturan-aturan hidup sebagai sarana untuk mengatur kehidupan masyarakatnya. Aturan-aturan tersebut merupakan pengembangan aturan-aturan tingkah laku yang menjadi suatu kebiasaan yang dipakai mengatur hidup bermasyarakat yang lazimnya disebut “Adat”. Istilah adat yang dikutip dari bahasa Arab tetapi telah diterima dalam bahasa Indonesia. Istilah adat yang berarti kebiasaan, dengan nama ini sekarang dimaksud : Semua kesusilaan dan kebiasaan Indonesia di semua lapangan hidup. Jadi semua peraturan tentang tingkah laku apapun juga, menurut mata orang Indonesia biasa bertingkah laku. Jadi didalamnya termuat pada peraturan-peraturan hukum yang dilingkupi dan mengatur hidup bersama dari orang-orang Indonesia (ter Haar, 1962:5). Dari pengertian di atas, pada mulanya masyarakat di Bali telah mempunyai aturan-aturan untuk mewujudkan pengertian adat tersebut, ialah dalam bentuk istilah kerta, sima, dresta, namun istilah tersebut didesak ke belakang dan pada akhirnya istilah adat telah masuk dalam bahasa Hukum Adat Bali.
II. PEMBAHASAN
1. Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama dalam Kehidupan Masyarakat di Bali

Secara kodrati manusia dalam lingkungan komonitas sosial tidak dapat hidup menyendiri, manusia memerlukan kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka sepakat untuk melakukan kerjasama dalam ikatan sosial regius dijadikan pedoman dalam  kehidupan mereka. Pola kehidupan bermasyarakat seperti ini di Bali sudah tumbuh sejak jaman Bali kuna. Berbagai prasasti menyebutkan adanya sistem kesatuan hidup sebagai suatu masyarakat hukum yang disebut dengan “ Tulaga “ yang berarti kelompok, sedangkan ketua dari kelompok itu disebut dengan “Sanat“ (lihat Prasasti Bali). Bahkan dalam Prasasti Bwahan yang berangka tahun 916 Çaka menyebutkan kata   “keraman“ yang berarti kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu (banwa sama dengan desa pada masa sekarang). Rupanya dari kata “keraman“ ini muncul kata  “krama” yang berarti anggota dari masyarakat desa pakraman. (lihat Putu Budiastra, 1978).

Menurut tradisi, sistem kehidupan menetap yang menyerupai desa pakraman dimulai sejak kedatangan Mahayogi Markandya ke Bali yang oleh para ahli diperkirakan pada abad ke-8 (Ardana, 1983: 29: lihat juga Lontar Markandya Purana, namun dalam lontar ini tidak menyebutkan angka yang pasti mengenai kedatangannya). Kedatangannya ke Bali untuk pertama kali dengan 800 orang pengikutnya, tidak berhasil membangun daerah Bali, karena pengikutnya banyak yang meninggal karena serangan penyakit. Barulah setelah kedatangannya untuk kedua kali dengan 400 orang pengikut,  berhasil menetap di Bali dan selanjutnya menata pola kehidupan masyarakat Bali. Beliau memberikan pengikutnya tanah baik untuk tempat tinggal, sawah, ladang maupun untuk membangun kahyangan. Pada saat inilah muncul nama desa, sebagai tempat persekutuan hidup bagi para pengikut-pengikutnya (lihat Markandya Purana: 23a-24b).

Pola kehidupan masyarakat yang disebut pakraman ini kemudian dimantapkan lagi setelah kedatangan Mpu Kuturan di Bali.  Mpu Kuturan tidak saja sebagai seorang rokhaniawan, beliau juga ahli dalam bidang ketatanegaraan. Sebagai seorang negarawan, beliau menata kehidupan masyarakat desa pakraman beserta dengan adat-istiadatnya. Beliau membagi masyarakat ke dalam kelompok-kelompok sesuai dengan profesinya. Pada masa inilah mulai dikenal kelompok-kelompok masyarakat, seperti kelompok masyarakat  petani yang menggunakan air yang dikenal dengan “subak”, demikian juga mengenai banjar, sebagai bagian dari desa pakraman dan sekaa-sekaa lainnya (Trisdyani & Suadnyana, 2019).  

Sebagai seorang rokhaniawan, Mpu Kuturan tidak saja menata kehidupan di bidang kelembagaan yang ada, tetapi beliau juga menata kehidupan di bidang kerokhanian termasuk menyatukan aliran-aliran yang berkembang pada masa itu. Untuk itu diadakan pertemuan di suatu tempat yang sekarang dikenal dengan nama Samuan Tiga, pertemuan ini melahirkan konsep Tri Murti yang dalam kehidupan desa pakraman dijabarkan dengan Kahyangan Tiganya yang meliputi Pura Desa; Pura Puseh dan Pura Dalem. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa beliaulah sebagai peletak dasar-dasar kehidupan di desa pakraman sebagaimana kita warisi sampai sekarang. (lihat  Dinas Kebudayaan Propinsi Bali, 2001; 3). 

Sebagai organisasi sosial yang tumbuh dan berkembang di Bali, desa pakraman dijiwai oleh agama Hindu, oleh karena itu konsep-konsep dasar agama Hindu dijadikan landasan dalam pengembangan dan pemberdayaan desa pakraman seperti konsep Tri Mandala dan Tri Hita Karana. Konsepsi Tri Hita Karana yang mengajarkan pola keseimbangan hubungan antara krama desa pakraman, baik dengan Tuhan sebagai pencipta (parhyangan); baik dengan sesamanya (pawongan) maupun dengan alam lingkungannya (palemahan) (Surpha, 1993: 14-15). Begitu juga konsep Tri Mandala yang berkaitan dengan palemahan menjadi landasan dalam pengembangan tata ruang desa pakraman di Bali. Sedangkan adat-istiadat sebagai isi dari desa pakraman dilandasi catur dresta; purwa  dresta  (kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sampai sekarang masih berguna); loka dresta (kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh pada tingkat lokal atau daerah tertentu); desa dresta (kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada desa tertentu); dan sastra dresta (yaitu ajaran-ajaran atau ketentuan-ketentuan hidup yang tersurat pada sumber-sumber  sastra agama sebagaimana yang tertulis di dalam lontar). Dengan adanya catur dresta yang melandasi adat istiadat di Bali, menyebabkan munculnya berbagai variasi dalam kehidupan desa pakraman di Bali, yang diungkapkan dengan desa mawa cara, artinya masing-masing desa pakraman mempunyai tata cara sendiri-sendiri dalam pelaksanaan pemerintahannya dan adat istiadatnya. 
Perpaduan desa mawa cara, desa kala patra dan tri mandala (nista,madya,utama) menyebabkan adat istiadat di Bali bersifat luwes dan elastis dengan tetap memegang teguh tata krama kehidupan yang dijiwai oleh agama Hindu sebagai warisan budaya yang bernilai adi luhung. Dengan adanya pandangan hidup yang demikian, maka terwujudlah suasana kehidupan yang aman, tentram dan rukun di desa pakraman. Dalam suasana kehidupan seperti ini, warga (krama) desa pakraman akan mampu berkreativitas secara maksimal sehingga menghasilkan produk-produk budaya yang sangat dikagumi oleh dunia. Oleh karena itu, tidaklah salah jika para ahli memberikan sebutan bahwa desa pakraman merupakan “benteng” kebudayaan Bali.

Desa pakraman Selain sebagai pusat pengembangan kebudayaan Bali, juga dijadikan wahana  untuk menjalankan program-progran pembangunan di Bali. Berbagai program pembangunan baik yang berskala lokal maupun nasional dilaksanakan lewat jalur desa pakraman termasuk lembaga-lembaga adat yang ada di bawahnya, seperti pelaksanaan KB sistem banjar, penyuluhan anti narkoba, dan sebagainya. Mengingat kontribusi yang sangat berharga yang telah disumbangkan desa pakraman untuk kelangsungan kehidupan masyarakat dan pembangunan dan sekaligus untuk mengukuhkan “benteng” yang ada, maka perlu di lakukan pembinaan-pembinaan kepada desa pakraman agar keberadaannya tetap ajeg dan lestari.

Meskipun desa pakraman mempunyai berbagai unsur yang sama seperti yang telah diuraikan di atas; yaitu sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah tertentu, harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri, namun di antara desa pakraman yang satu dengan yang lainnya terdapat variasi-variasi. Terlebih-lebih lagi dengan dipopuler​kannya konsep “desa kala patra” yang berarti bahwa variasi-variasi yang ada memang dihargai dan diakui  sesuai dengan daerah, serta kondisi obyektif yang sedang dihadapi. Sebenarnya variasi yang ada di​ antara desa pakraman, dalam tatanan masyarakat Bali juga dibenarkan. Hal ini terbukti dengan adanya andagium “desa mawa cara” artinya masing-masing desa pakraman mempunyai tata cara tersendiri di dalam mengatur rumah tangganya, ini merupakan hak otonomi asli dari desa pakraman (lihat Ida Bagus Mantra, 1996: 25-26). Dari berbagai variasi yang ada, desa pakraman dapat diklasifikasikan berdasarkan ciri dominan yang dimiliki. Pitana (1994), membedakan ada tiga jenis desa pakraman yaitu: 

1) Desa Bali Aga yang juga dikenal dengan Desa Bali Mula, yaitu desa-desa yang masih menganut tradisi-tradisi sebelum masuknya pengaruh Majapahit ke Bali. Desa pakraman seperti ini tidak mengenal adanya sistem pelapisan sosial masyarakat berdasarkan sistem kasta. Pemimpin upacara tertinggi tidak melalui upacara pediksan. Sedangkan kepemimpinan desa biasanya menganut pola kepemimpinan kembar ataupun kolektif. Desa dengan tipe seperti ini tersebar di daerah Kabupaten Buleleng, Bangli, Karangasem dan Gianyar. 

2) Desa Apanaga yaitu desa pakraman yang sistem kemasyarakatannya mengikuti pola kemasya​rakatan seperti di Majapahit. Karena pada desa-desa ini pengaruh Majapahit sangat kuat, seperti yang dirasakan sebagaimana adanya  sekarang, dimana diterapkannya hukum Hindu yang bersumber dari kitab Kutara Manawa. Desa-desa ini pada umumnya tersebar di daerah Bali Dataran.

3) Desa Anyar (Desa Baru) yaitu desa pakraman yang muncul atau terbentuk relatip baru akibat adanya perpindahan penduduk untuk mencari pekerjaan, kemudian mereka menetap. Dari kelompok-kelompok pendatang baru ini, kemudian membentuk desa pakraman baru. Desa pakraman seperti ini banyak terdapat di daerah Jembrana dan Buleleng bagian Barat, seperti misalnya Desa Pakraman Seririt. Biasanya kepemimpinan pada desa pakraman ini bersifat demokratis, sebab mereka satu sama lainnya mempunyai tradisi/tata krama tersendiri, namun mereka tidak bisa menerapkannya, maka itu mereka memilih jalan tengah yaitu demokrasi (lihat Pitana, 1994:145, lihat juga MPLA Prop. Bali, 1983)

Walaupun keberadaan desa pakraman di Bali berdasarkan klasifikasi dan ciri dominan yang dimiliki dapat dibagi menjadi tiga tipologi seperti tersebut di atas. Tidaklah berarti bahwa desa pakraman yang masuk dalam masing-masing tipologi itu mempunyai adat istiadat dan struktur organisasi yang sama. Perbedaan-perbedaan itu tetap ada, karena masing-masing desa pakraman mempunyai tata cara tersendiri.
2. Sistem Pemerintahan Desa Pakraman
Sebenarnya sistem pemerintahan desa pakraman di Bali, ada beberapa variasi yang sangat tergantung pada daerahnya. Pemerintahan desa pakraman di Bali menganut suatu sistem yang tidak memisahkan antara yang diperintah dengan yang memerintah. Hal ini disebabkan karena kekuasaan tertinggi di desa pakraman, terletak pada paruman krama. Sedangkan bendesa dan prajuru lainnya hanyalah petugas pelaksana yang melaksanakan segala keputusan paruman krama desa. Di samping itu tugas dan kewajiban selaku prajuru secara umum sudah termuat di dalam awig-awig desa pakraman masing-masing  (Suadnyana & Yuniastuti, 2019).

Berdasarkan banyaknya pejabat puncak yang duduk di dalam struktur kepengurusan desa pakraman yang menjalankan tugas sehari-hari dan berdasarkan keberadaan desa-desa adat di Bali, khususnya dalam hal sistem kepemimpinannya,  Majelis Pembina Lembaga Adat Provinsi Bali pada saat itu (1990) membagi sistem pemerintahan desa pakraman di Bali menjadi tiga jenis antara lain:

1) Pemerintahan Tunggal; desa pakraman yang pimpinan tertingginya dipegang oleh satu orang yang sering disebut bendesa atau ada juga yang menyebutnya klian desa. Sistem pemerintahan semacam ini umumnya dijumpai di desa pakraman yang ada di Bali Dataran, seperti Desa Pakraman Denpasar, Desa Pakraman Pererenan (Badung), Desa Pakraman Griya Kelempung di Bangli dan sebagainya.

2) Pemerintahan Kembar; di mana pimpinan puncak pada desa pakraman dipegang atau dijabat oleh dua orang yang disebut dengan bayan (kubayan). Sistem pemerintahan desa pakraman seperti ini pada umumnya terdapat di desa-desa tua, seperti Desa Pakraman Marga Tengah, Desa Pakraman Bayung Gede, Desa Pakraman Penyambangan, Desa Pakraman Tejakula dan sebagainya.

3) Sistem Pemerintahan Kolektif; yaitu desa pakraman yang pimpinan puncaknya dipegang oleh sebuah komite atau dewan yang terdiri dari beberapa orang, seperti yang terdapat di Desa Pakraman Tenganan Pegringsingan.

Perbedaan sistem pemerintahan yang ada di desa pakraman, juga akan menentukan jumlah perangkat desa yang akan duduk di dalam pemerintahannya. Bagi desa pakraman tua dengan sistem pemerintahan kolektif jumlah perangkat desanya jauh lebih banyak dibandingkan desa pakraman apanage maupun desa pakraman baru dengan sistem pemerintahan tunggalnya.

Secara umum struktur pemerintahan desa pakraman terdiri dari bendesa (klian desa) dibantu oleh petajuh (wakil); penyarikan (sekretaris); petengen (bendahara) dan kasinoman (juru arah, ada yang memakai dan ada juga yang tidak). Selain itu dalam penyelesaian masalah-masalah yang ada di desa, bendesa didampingi oleh kertha desa yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada bendesa dalam mengambil keputusan.
3.
Membina Keharmonisan Desa Pakraman sebagai Lembaga Adat dan Lembaga Agama.
Sejalan dengan tujuan pembinaan, maka materi pembinaan diarahkan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan desa pakraman beserta dengan adat istiadat sebagai salah satu sumber kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan kosep Tri Hita Karana, yang mengajarkan pola keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan​nya, yang telah terbukti mampu mewujudkan “kasukertan di desa pakraman”.  Oleh karena itu materi yang diberikan dalam pembinaan menekankan pada pelaksanaan Tri Hita Karana dengan segala implementasinya, yang merupakan tiga cara  untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia selaku warga (krama desa pakraman).

Krama desa sebagai kelompok manusia yang hidup bermasyarakat memerlukan lingkungan alam (bhuwana/  palemahan) sebagai tempat berpijak dalam menempuh hidupnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa alam, maka itu terjadi hubungan yang serasi antara manusia dengan alam, sebagai wilayah di mana manusia bertempat tinggal. Manusia yang hidup di wilayah desa pakraman tidak dapat hidup menyendiri, mereka memerlukan kerjasama dengan warga/krama lainnya (pawongan) baik dalam lingkup desa pakraman itu sendiri, maupun dengan manusia lainnya yang ada di luar desanya. Maka itu terjalin hubungan yang harmonis antara krama yang ada, yang pada akhirnya mengantarkan mereka mencapai kebahagiaan.

Kebahagiaan yang telah dicapai manusia tidak cukup hanya kebahagiaan lahiriah saja, tetapi juga kebahagiaan batin. Untuk itu manusia mencari kiblat kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa (parhyangan) sebagai sumber kebahagiaan rokhani, yang dalam agama Hindu merupakan asal dan tujuan akhir hidup manusia.  Ketiga hubungan di atas merupakan penjabaran dari “Tri Hita Karana” yang meliputi:

1)
Parhyangan
Unsur parhyangan merupakan  salah satu bagian dari Tri Hita Karana yang menguraikan hubungan manusia dengan Tuhan selaku pencipta. Sebagai asal muasal dan tujuan akhir hidup manusia menurut ajaran agama Hindu. Beliau selalu dimohonkan untuk mengayomi kehidupan manusia baik selaku individu maupun sebagai anggota kelompok masyarakat desa pakraman. Untuk memudah​kan manusia mendekatkan diri kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa, maka dibuatlah tempat-tempat pemujaan, baik dalam lingkup keluarga seperti sanggah atau mrajan maupun untuk lingkup desa pakraman yaitu Kahyangan Tiga; Pura Desa sebagai tempat untuk memuja Dewa Brahma yang menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini (utpeti); Pura Puseh sebagai tempat untuk memuja Dewa Wisnu yang memelihara seluruh isi jagat raya ini (stiti) dan Pura Dalem sebagai tempat untuk memuja Dewa Siwa yang akan melebur seluruh ciptaan-Nya (pralina). Selain ketiga pura di atas, di desa pakraman juga terdapat pura lainnya yang menjadi milik desa yang bersangkutan maka itu sering disebut dengan Kahyangan Desa  (Yogiswari & Suadnyana, 2019).

Dalam pembinaan perlu ditanamkan dan dikembangkan pengertian kepada krama desa, bahwa pura bukan semata-mata sebagai tempat untuk melakukan persembahyangan dan upacara keagamaan. Akan  tetapi terus diupayakan dan dikembangkan agar pura menjadi tempat pembinaan umat untuk melakukan dharma agama, dharma tula, dharma gita dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, pura perlu dilengkapi dengan sarana perpustakaan tentang buku-buku agama, adat dan budaya dalam rangka memperdalam sekaligus meningkatkan pengetahuan dan wawasan, serta penghayatan krama desa pakraman.

Selain memantapkan pelaksanaan ajaran agama sesuai dengan kerangka dasar agama Hindu yang meliputi Tatwa, Susila dan Upacara, beserta dengan Panca Sradanya. Pembinaan juga diarahkan untuk memantapkan kembali pelaksanaan tradisi-tradisi yang telah tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tradisi “ngelawang” setiap wuku Dungulan perlu dibangkitkan kembali, karena hal ini merupakan tradisi yang sarat dengan makna filosofis yang berkaitan dengan Sang Bhuta Tiga (Yuniastuti & Suadnyana, 2019). 

Desa Pakraman merupakan wadah dan pelaksana dari Acara Agama yang merupakan warisan leluhur mampu lestari sampai kini. Tugas pokok dari Desa pakraman akan tampak bila ada kegiatan yang berkaitan dengan acara agama Hindu. Acara Agama ini mmpunyai tiga kerangka dasar yang disebut Tiga Krangka Agama Hindu yakni Tattwa, Susila dan Upacara. Tattwa ini dapat dijabarkan menjadi Panca Sradha ( Widhi Tattwa, Karma Phala Tattwa, Punarbawa Tattwa dan Moksha Tattwa). Bidang Susila dijabarkan menjadi Tri Kaya Parisudha (Kayika, Wakcika dan Manacika). Bidang upacara dijabarkan menjadi Panca Yadnya yaitu Dewa Yadnya, Rsi Yadnya, Manusa Yadnya, Pitra Yadnya dan Bhuta Yadnya. Keseragaman dalam memutuskan pedewasaan perlu mendapat perhatian jangan sampai menimbulkan gejolak, kena ujar ala saat upacara karena menutup jalan umum terlalu lama. Dialog antara pengurus dengan orang-orang berkompeten seperti sulinggih, pinandita dan pemuka lainnya secara rutin diajak mencermati perkembangan Desa Pakraman. Khususnya dalam  pelaksanaan Acara Keagamaan jangan sampai  bernuansa vestival yang semestinya mengutamakan kekhusukan ritual. Pergeseran dari ritual ke pestival akan membawa citra glamor, mahal dan memberatkan krama. 
2) Pawongan 

Unsur pawongan menekankan keseimbangan hubungan antara krama desa pakraman baik dalam lingkungan desanya sendiri maupun dengan krama yang ada di luar desanya. Dalam pembinaan bidang pawongan ada dua unsur yang perlu dikembangkan terus menerus yakni : prajuru dan krama desa pakraman. 

Sumber Daya Manusia; prajuru perlu ditingkatkan pengetahuannya dan keterampilannya di bidang adat istiadat, misalnya melalui penataran, kursus‑kursus dan pesamuan adat. Dengan demikian pemahaman di bidang keagamaan, adat istiadat dan kebudayaan terus meningkat sehingga berkadar nasional dan global. Pada era sekarang pemikiran‑pemikiran kreatif inovatif sangat dibutuhkan dalam perubahan masyarakat yang begitu cepat dan transparan.

Krama desa pakraman terus ditingkatkan pendidikan​nya, peningkatan usaha sampingan, produktif dan tidak konsumtif. Ketahanan keluarganya perlu terus ditingkatkan, karena hal ini sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup desa pakraman. Krama diarahkan menjadi figur yang berpikiran global namun bertindak tetap lokal. Hidup dalam suasana modern tetapi tidak kehilangan jatidiri serta tidak meninggalkan tradisi.

Sesuai dengan penekanan pembinaan bidang pawongan, ada beberapa hal yang perlu mendapat penegasan;
a.
Krama (Anggota)

Sebagai persekutuan hidup masyarakat yang terikat oleh aturan-aturan tertentu (awig-awig), desa pakraman mempunyai krama/anggota yang jelas. Secara umum krama desa pakraman tinggal di wilayah desa pakraman/ desa adat yang bersangkutan. Akan tetapi dewasa ini banyak krama desa pakraman yang tidak berdomisili di desanya. Hal ini terjadi karena secara tradisi krama desa pakraman mempunyai ikatan yang sangat kuat dengan desa pakraman asalnya, meskipun mereka telah bertahun-tahun menjadi migran di kota-kota lainnya di Bali, mereka tetap menjadi krama desa induknya. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang tersurat di dalam Pasal 3 ayat 2 dan 3 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001.
Keanggotaan atau krama desa pakraman dapat dibedakan, hal ini tergantung dari dresta yang ada. Ada desa pakraman yang membedakan kramanya menjadi; (1) krama pangarep yaitu anggota yang bertanggung jawab penuh atas segala pembangunan dan pemeliharaan berbagai aset desa termasuk penyelenggaraan upacara keagamaan yang dilakukan oleh desa pakraman, biasanya krama ini terikat dengan karang ayahan desa yang ditempatinya; (2) krama pangele (roban) yaitu anggota yang tidak mempunyai kewajiban penuh terhadap kegiatan di desa pakraman. Selain status seperti di atas, ada juga desa pakraman yang tidak membedakan status keanggotaannya, semua anggota/ krama dianggap sama seperti di Desa Pakraman  Denpasar.

b. Prajuru
Selain krama, keberadaan prajuru desa pakraman sangat penting artinya dalam menjalankan pemerintahan di desa. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001, desa pakraman mempunyai hak otonomi asli. Dengan hak otonomi yang dimilikinya itu, desa pakraman mempunyai kewenangan penuh di dalam mengatur rumah tangganya, termasuk dalam menentukan prajuru desanya. Mengenai tata cara dalam pemilihan prajuru desa, dewasa ini sudah banyak yang diatur dalam awig-awig, sesuai dengan dresta yang ada. Dalam awig-awig di samping mengatur tata cara pemilihan prajuru, juga memuat ketentuan-ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi prajuru, masa bhakti, serta hak dan kewajiban sebagai prajuru. 
c. Kertha Desa


Dilihat dari istilahnya kertha artinya damai dan desa artinya wadah atau tempat. Jadi kertha desa berarti “tempat bagi krama desa untuk mencari perdamaian”. Di beberapa desa pakraman di Bali, kita mengenal berbagai istilah untuk kertha desa; seperti “Duluan”, “Petinggi” atau “Panglingsir Desa”.  Fungsi dan tugas dari kertha desa adalah (1) sebagai Dewan Pertimbangan Desa Adat/Desa Pakraman; (2) sebagai lembaga kontrol terhadap tugas-tugas keprajuruan yang meliputi bidang pemerintahan, kemasyarakatan, sosial-budaya, keagama​an dan pembangunan. Sedangkan keanggotaan​nya biasanya terdiri dari mantan prajuru, pemuka masyarakat, kelompok intelektual, kelompok rokhaniawan, dan dari unsur pemuda (Dinas Kebudayaan Propinsi Bali. 2000: 29-30).

d. Awig-awig
Keberadaan lembaga-lembaga adat yang ada di Bali sampai sekarang masih tetap diakui otonominya oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan otonomi asli yang dimiliki berdasarkan hukum adat, lembaga-lembaga tersebut mempunyai hak dan wewenang untuk membuat aturan-aturan hukum tersendiri, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang ada di atasnya. Hukum adat yang dijadikan patokan oleh masyarakat adat dalam mengatur kehidupan lembaga-lembaga adatnya perlu dibina, sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk memudahkan melakukan pembina​an, maka peraturan-peraturan (awig-awig) yang ada perlu dibuat secara tertulis.  Pentingnya penyuratan hukum adat (awig-awig) didasarkan pada pertimbangan: (1) adanya kepastian hukum; dan (2) penemuan hukum. 
Mengingat awig-awig merupakan hukum dasar dalam mengatur kehidupan lembaga-lembaga adat yang ada, maka awig-awig hanya memuat hal-hal yang pokok yang berkaitan dengan catur dresta dan Tri Hita Karana, sedangkan hal-hal lain yang memerlukan penjelasan secara rinci diatur di dalam pararem. Awig –awig agar dibuat secara fleksibel dapat mengakomodir perkembangan jaman dan tidak terlalu memberatkan krama.

5.
Pararem
Sebagaimana telah disebutkan bahwa awig-awig hanya memuat hal-hal yang pokok saja. Hal ini tidak lain bertujuan agar awig-awig yang sudah dipasupati dan disakralkan itu tidak mengalami perubahan setiap saat. Maka itu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi, sejalan dengan perkembang​an kehidupan masyarakat, baik yang menyangkut kehidupan sosial, budaya, adat istiadat dan keagamaan dibuatlah aturan tambahan yang biasa disebut pararem. 

Pararem merupakan hasil keputusan paruman (rapat) desa mengenai masalah-masalah yang ber​kembang di desa pakraman, yang berisi pelaksanaan lebih lanjut dari sima (awig-awig). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perarem adalah peraturan pelaksana atau sebagai pelengkap dari awig-awig. Kedudukkan pararem bila kita bandingkan dengan kedudukkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, setara dengan Peraturan Pemerintah, Keppres dan sebagainya. (Biro Hukum dan HAM Setda Propinsi Bali, 2002), Ditinjau dari isinya, pararem dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu;

1.
Pararem Panyahcah Awig-awig yaitu keputusan paruman desa mengenai penjabaran dari isi awig-awig atau pelaksanaan keseluruhan dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam awig-awig.

2.
Pararem Panepas/Pamutus Wicara, yaitu keputusan paruman desa dalam menyelesaikan wicara atau masalah yang timbul di desa pakraman. Misalnya penyelesaian kasus adat, pelaksanaan pamidanda (hukuman) dan sebagainya.

3.
Pararem Nyeje atau Ngele yaitu keputusan paruman desa mengenai masalah-masalah khusus yang berkembang saat ini yang tidak tertuang di dalam awig-awig, seperti penanggulangan bahaya Narkoba, pelaksanaan program KB dan sebagainya. (Lihat Windia, 2006:16).
3) Palemahan
Pembinaan bidang palemahan, menekankan ke​harmonis​an hubungan antara krama desa pakraman dengan lingkungannya. Bagaimana krama desa menjaga agar keberadaan palemahan desa tetap asri dan mampu memberikan konstribusi kepada desa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan. Dalam upaya menjaga keasrian desa, dan sekaligus untuk melestarikan tanaman-tanaman khas Bali, maka perlu digalakan pelaksanaan penghijauan di desa pakraman/adat. Tanaman-tanaman yang mempunyai nilai guna bagi kepentingan upakara dan upacara, perlu ditanam dan tempat penanamannya disesuaikan dengan palemahan yang ada. Misalnya tanaman bunga (sarwa sari), sebaiknya di tanam di palemahan parhyangan, tanaman yang berfungsi sebagai penolak bala/penyakit  ditanam di depan pintu masuk, blatung gada, tulak, sisih, dan sebagainya. Demikian juga ciri khas desa (sesuai dengan nama desa), ciri setra: kepuh, kepah, tingkih, pangi, dan tigaron. Ciri Pura Puseh, misalnya ancak, bodi dan yang lainnya perlu dilestarikan. Untuk keasrian palemahan, baik palemahan pura dan rumah sebaiknya jangan semuanya diperkeras, sediakan sepetak tanah (pertiwi) yang berfungsi sebagai resapan.

Disamping pelestarian, kebersihan palemahan desa perlu juga mendapat perhatian. Sampah rumah tangga di desa pakraman, perlu dipilah antara sampah organik dan anorganik. Dan untuk selanjutnya diadakan pengelolaan sampah berbasis keluarga, misalnya dengan sistem daur ulang atau dijadikan pupuk. Masing‑masing desa pakraman harus menentukan batas‑batas yang jelas dari wilayah masing‑masing secara nyatur desa (empat penjuru). Hal ini penting karena untuk menghindari kekaburan batas wilayah antara desa pakraman dengan desa administratif maupun desa lainnya serta dalam hal  terjadi pemekaran desa pakraman.

Pengamanan wilayah secara swakarsa tidak hanya dilakukan pada pengamanan Brata Penyepian saja (pecalang nyepi), tetapi supaya berfungsi pada setiap upacara yang dilaksanakan di desa pakraman seperti; Pengerupukan, Melis, Galungan dan Kuningan, ngaben masal, piodalan di Pura/Kahyangan Desa dan sebagainya. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pencegahan dan tindakan antisipasif bagi munculnya tindakan menyimpang dari warga/sekelompok warganya dengan memanfaatkan momen‑momen keagamaan.

Tanah‑tanah milik desa pakraman dapat digunakan oleh pemerintah maupun swasta untuk keperluan pembangunan maupun kegiatan ekonomis seperti ; Kantor Desa, Sekolah Dasar, Pasar Desa, Puskesmas, Lapangan Olah Raga dan lain-lainnya. Hanya saja perlu ada penegasan bahwa tanah yang dikelola tersebut adalah milik desa pakraman. Terhadap aset milik Desa Pakraman baik berupa barang bergerak dan tidak bergerak dibuatkan catatan buku inventaris  seperti Tanah PKD, AYDS, Laba Pura.
III. SIMPULAN
Desa pakraman dijiwai oleh agama Hindu, oleh karena itu konsep-konsep dasar agama Hindu dijadikan landasan dalam pengembangan dan pemberdayaan desa pakraman seperti konsep Tri Mandala dan Tri Hita Karana. Konsepsi Tri Hita Karana yang mengajarkan pola keseimbangan hubungan antara krama desa pakraman, baik dengan Tuhan sebagai pencipta (parhyangan); baik dengan sesamanya (pawongan) maupun dengan alam lingkungannya (palemahan). Begitu juga konsep Tri Mandala yang berkaitan dengan palemahan menjadi landasan dalam pengembangan tata ruang desa pakraman di Bali. Sedangkan adat-istiadat sebagai isi dari desa pakraman dilandasi catur dresta; purwa  dresta  (kebiasaan kebiasaan yang tumbuh dan diwariskan secara turun-temurun dan diyakini sampai sekarang masih berguna.
Membina keharmonisan desa pakraman bertujuan untuk menggali, melestarikan dan mengembangkan desa pakraman beserta dengan adat istiadat sebagai salah satu sumber kebudayaan daerah yang dijiwai oleh agama Hindu. Dengan kosep Tri Hita Karana, yang mengajarkan pola keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungan​nya, yang telah terbukti mampu mewujudkan “kasukertan di desa pakraman”.  Oleh karena itu materi yang diberikan dalam pembinaan menekankan pada pelaksanaan Tri Hita Karana dengan segala implementasinya, yang merupakan tiga cara  untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia selaku warga (krama desa pakraman).
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